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KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Tuhan Yang Mahakuasa, karena atas

limpahan rahmatNya Dokumen Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKIP) Akhir Tahun

Anggaran 2O25 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai ini dapat diselesaikan

dengan baik. LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Akhir Tahun

Anggaran 2025, yang pada hakekatnya merupakan gambaran Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Manggarai dalam rangka pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagai

institusi penopang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai, walaupun penuh

keterbatasan dan kekurangan namun dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah

ditetapkan.

LAKIP mempunyai funsi ganda, yaitu sebagai alat kendali sekaligus alat pemacu

peningkatan kinerja dari setiap unit yang ada di lingkungan Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Manggarai. Dilihat dari fungsi kendali, kebijakan yang dilaporkan secara

transparan kepada Masyarakat. Sedangkan dari fungsi pemacu peningkatan Kinerja,

laporan ini membantu internal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai

melaksanakan self Assesment atas kinerjanya guna perbaikan di masa mendatang.

Demikian Dokumen Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah Akhir Tahun Anggaran

2025 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang

berorientasi pada peningkatan kinerja.

I KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN

KANISIUS NASAK,5E

Pembina Utama Muda
NrP. 19590405 2AO701 1 040
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai merupakan 

perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis 

Tahun 2025. Laporan Kinerja ini merupakan Tahun terakhir  pelaksanaan Rencana 

Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 – 2026. 

Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata 

Riviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 – 2026. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah 

mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.927.003.075,- 

Untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan pada Tahun 2025 Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai melaksanakan 2 program dan 9 kegiatan, 

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4..423.536.861,- realisasi sebesar Rp. 

4.562.802.367,- atau sebesar 92.61%.  

Anggaran Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 

No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 

1.  Belanja Operasi 4.768.974.751,00 4.503.280.840 94,42 

  Belanja Pegawai 

 

3.068.997.315,00 2.834.342.627 92,35 

  Belanja Barang dan Jasa 

 

1.699.977.436,00 1.669.280.840 98,19 

2.  Belanja Modal 158.028.324,00 59.178.900 37,45 

  Belanja Modal Peralatan dan Mesin 59.278.324,00 59.178.900 99,83 

  Belanja Modal Gedung dan Bangunan 98.750.000,00 0 0,00 

TOTAL 4.927.003.075 4.562.802.367 92,61 

 

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dikelola langsung dan menjadi 

tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 

2025: 
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Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2025 

 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai 

NO JENIS PENDAPATAN TARGET (Rp) REALISASI (Rp) % 

I PAJAK DAERAH 45.155.336.207  30.527.647.164 67,61 

1 PBJT Atas Jasa Perhotelan 742.730.206  612.471.347  82,46 

2 PBJT Atas Makan dan/atau Minuman 3.284.000.000  2.757.357.018  83,96 

3 PBJT Atas Jasa Kesenian/Hiburan 11.000.000  11.892.000  108,11 

4 Pajak Reklame 223.249.600  210.621.400  94,34 

5 PBJT atas Tenaga Listrik 6.850.000.000  6.690.726.742  97,67 

6 Pajak Air Tanah  200.101.000  323.106.060 161,47 

7 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 10.810.549.567  5.264.980.493  48,70 

8 PBB – P2 6.665.085.601  5.213.866.105  78,23 

10 BPHTB – Pemindahan Hak 1.862.417.038  1.219.600.880  65,48 

11 Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 8.682.132.026  5.261.145.387  60,60 

12 Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 5.824.071.169  2.961.879.732  50,86 

II RETRIBUSI DAERAH 4.665.487.673  3.938.267.470  84,41  

1 
Retribusi Pertokoan (Ruko, Shoping Centre dan Pasar 

Rakyat) 
1.932.443.205  1.125.925.970  58,26 

2 
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Rumah Dinas, 

MCC dan Penyewaan Tanah) 
760.901.900  751.630.000  98,78 

3 Retribusi Pasar 1.972.142.568  2.060.710.500  104,49 

III 
Hasil Pengelolaann Kekayaan Daerah Yang dipisahkan 

( Deviden) 
5.511.802.797  5.511.802.797 100 

IV Lain-Lain PAD yang Sah 14.736.046.978 4.564.542.908 30,98 

TOTAL 70.068.673.655 44.542.260.339 63,57 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Laporan Kinerja didefinisikan sebagai suatu kewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran 

organisasi yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan 

secara periodic setiap akhir tahun anggaran. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas 

pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang 

bersangkutan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari 

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas 

penggunaan anggaran, melalui pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan 

(disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Sesuai amanat 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai 

sebagai instansi pemerintah yang baru dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten 

Manggarai nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 

Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Manggarai juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKIP) kepada Bupati. Penyampaian LKIP Badan Pendapatan Daerah tahun 

2025 ini dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah 

dengan menyajikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan 

seharusnya dicapai, berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Utama 

(IKU) dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 –2029, 

yang tertuang dalam Penetapan Kinerja tahun 2025. Kinerja Perangkat Daerah Badan 

Pendapatan Daerah secara optimal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, 
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diantaranya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, sarana dan 

prasarana penggunaan teknologi informatika, anggaran yang proporsional dan 

memadai. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Perangkat Daerah Badan 

Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan pencapaian target dapat terealisasi sesuai dengan 

harapan tidak lepas dari dukungan seluruh aparatur yang ada di lingkungan Badan 

Pendapatan Daerah dari 56 orang Aparatur Sipil Negara dan 4 orang Tenaga Non ASN. 

Komposisi sumber daya manusia tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam 

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya dalam optimalisasi 

pengelolaan dan peningkatan pendapatan daerah. Disamping itu penyusunan LKIP ini 

juga ditujukan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pendapatan 

Daerah untuk meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang. 

 

2. Tugas Pokok Dan Fungsi 

A. Tugas Pokok 

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Kedudukan, 

Sususnan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten 

Manggarai, Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam 

melaksanakan urusan penunjang di bidang keuangan sub urusan Pendapatan 

berkaitan dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PBB dan BPHTB. 

Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, 

menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah; 

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. pemantuan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai 

dengan lingkup tugasnya; 

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan  

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

Adapun uraian lebih lanjut atas tugas pokok dan fungsi dari masing-masing pelaksana 

tugas dalam struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah  Kabupaten Manggarai 
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seperti yang diatur dalam Peraturan Bupati Manggarai Nomor 66 Tahun 2022 

Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja Pada Badan Daerah Kabupaten 

Manggarai, adalah sebagai berikut : 

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas merencanakan, 

mengkoordinasikan, membina, mengendalikan pelaksanaan tugas  di bidang 

keuangan berkaitan dengan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, aset daerah, 

pendapatan dan kesekretariatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud, Kepala Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi : 

a. merumuskan perencanaan bidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta 

PBB dan BPHTB; 

b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang Pajak Daerah, Retribusi 

Daerah serta PBB dan BPHTB; 

c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria bidang Pajak Daerah, 

Retribusi Daerah serta PBB dan BPHTB; 

d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang Pajak Daerah, Retribusi 

Daerah serta PBB dan BPHTB; 

e. mengoordinasikan, mengendalikan dan membina pelaksanaan tugas 

kesekretariatan; 

f. mengendalikan   dan   mengevaluasi   pelaksanaan   tugas   bidang   Pajak 

Daerah, Retribusi Daerah serta PBB dan BPHTB; 

g. melaporkan pelaksanaan tugas bidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan 

PBB dan BPHTB; dan melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan 

oleh atasan; dan 

h. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Bupati. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Badan dibantu oleh : 

➢ Sekretariat 

➢ Bidang Pajak Daerah 

➢ Bidang Retribusi Daerah 

➢ Bidang PBB & BPHTB Wilayah I 

➢ Bidang PBB & BPHTB Wilayah II 
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2. Sekretariat Badan Pendapatan Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris, 

mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi urusan 

perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian, serta 

urusan keuangan. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Badan 

Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi: 

a. Menyusun rencana operasional sekretariat; 

b. Menyusun perencanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah; 

c. Mengoordinasikan pelaksanaan urusan umum berkaitan dengan rumah 

tangga dan penatausahaan aset; 

d. Mengoordinasikan penatausahaan keuangan; 

e. Mengoordinasikan pengelolaan kepegawaian; 

f. Menyusun dokumen evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan 

Pendapatan Daerah; dan 

g. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.  

Sekretariat terdiri dari: 

a. Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas: 

1) Menyusun rencana kegiatan bidang perencanaan, evaluasi dan 

pelaporan; 

2) Mengolah data untuk penyusunan  Renstra, RENJA, KUA, PPAS, PPA, 

RKA, DPA, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kenerja 

(PK); 

3) Menyusun Renstra , RENJA, KUA, PPAS, PPA, RKA, DPA, Rencana 

Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kenerja (PK); 

4) Mengolah data evaluasi pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah; 

5) Mengolah data penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan 

Pendapatan Daerah yang berkaitan dengan LKIP, LPPD, LKPJ dan 

laporan lainnya; 

6) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah 

berkaitan dengan LKIP, LPPD, LKPJ, laporan lainnya; dan 

7) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan. 
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b. Sub Bagian Umum dan Kepegewaian mempunyai tugas : 

1) Menyusun rencana kegiatan bidang umum dan kepegawaian; 

2) Melaksanakan penatausahaan surat menyurat; 

3) Menyusun dan mengolah data iventarisasi barang milik negara/daerah; 

4) Mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga; 

5) Mengelola urusan kepegawaian berkaitan dengan formasi, mutasi 

pegawai, pengembangan kompetensi, kesejahteraan pegawai dan 

disiplin pegawai; dan 

6) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan. 

c. Substansi Keuangan mempunyai tugas: 

1) Menyusun rencana kegiatan bidang keuangan; 

2) Melaksanakan penatausahaan keuangan berkaitan dengan penerimaan 

dan pengeluaran; 

3) Mengelola daftar gaji dan tunjangan pegawai; 

4) Menyusun laporan keuangan; 

5) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang keuangan; 

6) Melaporkan pelaksanaan tugas bidang keuangan; dan 

7) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan. 

3. Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan dan 

mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pajak daerah berkaitan dengan 

pendataan, penetapan dan penagihan pajak daerah. Dalam  melaksanakan  

tugas  tersebut,  Bidang Pajak Daerah menyelenggarakan fungsi: 

a. menyusun rencana kerja bidang pajak daerah; 

b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang pajak daerah berkaitan 

pendataan, penetapan, dan penagihan pajak; 

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pajak daerah; 

d. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang pajak daerah; 

e. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pajak daerah; 

f. melaporkan pelaksanaan tugas bidang pajak daerah; dan  

g. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan. 

Bidang Pajak Daerah terdiri dari : 
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a. Subbidang Pendataan Pajak Daerah menyelenggarakan fungsi: 

1) menyusun rencana kegiatan bidang pendataan pajak daerah; 

2) mengolah   data  penyusunan   pedoman   dan  petunjuk  teknis  

bidang pendataan pajak daerah; 

3) melaksanakan pendaftaran subyek dan obyek pajak daerah; 

4) melaksanakan pendataan subyek dan obyek pajak daerah; 

5) mengolah data subyek dan obyek pajak daerah; 

6) menghimpun data subyek dan obyek pajak daerah; 

7) mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pendataan pajak daerah; 

8) melaporkan pelaksanaan tugas bidang pendataan pajak daerah; dan  

9) melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan. 

b. Subbidang Penetapan Pajak Daerah menyelenggarakan fungsi: 

1) menyusun rencana kegiatan bidang penetapan pajak daerah; 

2) mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis  bidang 

penetapan pajak daerah; 

3) melaksanakan penilaian subyek dan obyek pajak daerah; 

4) menghitung pajak daerah; 

5) menetapkan pajak daerah; 

6) menerbitkan surat ketetapan pajak daerah; 

7) menghimpun surat ketetapan pajak daerah; 

8) mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang penetapan pajak daerah; 

9) melaporkan pelaksanaan tugas bidang penetapan pajak daerah; dan 

10) melaksanakan  tugas dinas lainnya yang diberikan atasan. 

c. Substansi Penagihan Pajak Daerah mempunyai tugas : 

1) menyusun rencana kegiatan bidang penagihan pajak daerah; 

2) mengolah   data  penyusunan   pedoman   dan  petunjuk  teknis  

bidang penagihan pajak aerah;  

3) melaksanakan penagihan pajak daerah; 

4) menyelesaikan keberatan atas surat ketetapan pajak daerah; 

5) membuat laporan realisasi penagihan; 

6) mengevaluasi laporan realisasi penagihan; 
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7) mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang penagihan pajak daerah; 

8) melaporkan pelaksanaan tugas bidang penagihan pajak daerah; dan  

9) melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan. 

4. Bidang Retribusi Daerah mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan 

dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang  retribusi daerah berkaitan dengan 

pendataan, penetapan dan penagihan retribusi daerah. 

Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), Bidang 

Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi: 

a. menyusun rencana kerja bidang retribusi daerah; 

b. menyusun   pedoman   dan   petunjuk   teknis   bidang   retribusi   daerah 

berkaitan pendataan, penetapan, dan penagihan retribusi daerah; 

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang retribusi daerah; 

d. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang retribusi daerah; 

e. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang retribusi daerah; 

f. melaporkan pelaksanaan tugas bidang retribusi daerah; dan  

g. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan. 

Bidang Retribusi Daerah terdiri dari : 

a. Subbidang Pendataan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi: 

1) menyusun rencana kegiatan bidang pendataan retribusi daerah; 

2) mengolah   data  penyusunan   pedoman   dan  petunjuk  teknis  

bidang pendataan retribusi daerah; 

3) melaksanakan pendaftaran subyek dan obyek retribusi daerah; 

4) melaksanakan pendataan subyek dan obyek retibusi daerah; 

5) mengolah data subyek dan obyek retribusi daerah; 

6) menghimpun data subyek dan obyek retribusi daerah; 

7) mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pendataan retribusi daerah; 

8) melaporkan pelaksanaan tugas bidang bidang pendataan retribusi 

daerah; dan 

9) melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan. 

b. Subbidang Penetapan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi: 

1) menyusun rencana kegiatan bidang penetapan retribusi daerah; 
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2) mengolah   data  penyusunan   pedoman   dan  petunjuk  teknis  

bidang penetapan retribusi daerah; 

3) melaksanakan penilaian subyek dan obyek retribusi daerah; 

4) menghitung retribusi daerah; 

5) menetapkan retribusi daerah; 

6) menerbitkan surat ketetapan retribusi daerah; 

7) menghimpun surat ketetapan retribusi daerah; 

8) mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang penetapan retribusi daerah; 

9) melaporkan pelaksanaan tugas bidang penetapan retribusi daerah; dan  

10) melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan. 

c. Substansi Penagihan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi : 

1) menyusun rencana kegiatan bidang penagihan retribusi daerah; 

2) mengolah   data  penyusunan   pedoman   dan  petunjuk  teknis  

bidang penagihan retribusi daerah; 

3) melaksanakan penagihan retribusi daerah; 

4) menyelesaikan keberatan atas surat ketetapan retribusi daerah; 

5) membuat laporan realisasi penagihan; 

6) mengevaluasi laporan realisasi penagihan; 

7) mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang penagihan retribusi daerah; 

8) melaporkan pelaksanaan tugas bidang penagihan retribusi daerah; dan 

9) melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan. 

5. Bidang PBB dan BPHTB Wilayah I mempunyai tugas merencanakan, 

mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang pendataan, 

penetapan dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan 

Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Wilayah 

I. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang PBB 

dan BPHTB Wilayah I menyelenggarakan fungsi: 

a. menyusun rencana kerja bidang Pajak Bumi, Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan dan BPHTB Wilayah I;  
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b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang pendataan, penetapan, 

dan penagihan Pajak Bumi, Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan 

BPHTB Wilayah I serta monitoring dan evaluasi; 

c. mengoordinasikan  pelaksanaan  tugas  Bidang  Pajak  Bumi,  Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I; 

d. membina  dan  mengendalikan  pelaksanaan  tugas  Bidang  Pajak  Bumi, 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I; 

e. mengevaluasi   pelaksanaan   tugas   Bidang   Pajak   Bumi,   Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I; 

f. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pajak Bumi, Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I; dan 

g. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan. 

Bidang PBB dan BPHTB Wilayah I terdiri dari : 

a. Subbidang Pendataan PBB dan BPHTB Wilayah I menyelenggarakan 

fungsi: 

1) menyusun  rencana kegiatan  bidang pendataan  objek Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I; 

2) mengolah   data  penyusunan   pedoman   dan  petunjuk  teknis  

bidang pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan dan BPHTB Wilayah I; 

3) melaksanakan pendaftaran subyek dan obyek Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I; 

4) melaksanakan pendataan subyek dan obyek Pajak Bumi dan Bangunan 

Perkotaan dan Perdesaan dan BPHTB Wilayah I; 

5) mengolah data subyek dan obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I; 

6) menghimpun   data  subyek  dan   obyek  Pajak  Bumi   dan  Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I; 

7) mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pendataan objek Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I ; 
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8) melaporkan pelaksanaan tugas bidang objek Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I; dan 

9) melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan. 

b. Subbidang Penetapan PBB dan BPHTB Wilayah I menyelenggarakan fungsi: 

1) menyusun  rencana  kegiatan  bidang  penetapan  objek  Pajak  Bumi  

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I;  

2) mengolah   data  penyusunan   pedoman   dan  petunjuk  teknis  

bidang penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

dan BPHTB Wilayah I; 

3) melaksanakan penilaian subyek dan obyek Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I; 

4) menghitung Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan 

BPHTB Wilayah I; 

5) menetapkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan 

BPHTB Wilayah I; 

6) menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Wilayah I; 

7) menghimpun Surat Ketetapan Pajak Wilayah I; 

8) mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang penetapan objek Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I; 

9) melaporkan pelaksanaan tugas bidang penetapan objek Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I; dan  

10) melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan. 

c. Substansi Penagihan  PBB dan BPHTB Wilayah I menyelenggarakan fungsi: 

1) menyusun rencana kegiatan bidang penagihan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I; 

2) mengolah   data  penyusunan   pedoman   dan  petunjuk  teknis  

bidang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

dan BPHTB Wilayah I; 

3) melaksanakan  penagihan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan 

Perkotaan dan BPHTB Wilayah I; 
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4) menyelesaikan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I; 

5) membuat laporan realisasi penagihan; 

6) mengevaluasi laporan realisasi penagihan; 

7) mengevaluasi  pelaksanaan  tugas  bidang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I; 

8) melaporkan  pelaksanaan  tugas  bidang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I; dan 

9) melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan. 

6. Bidang PBB dan BPHTB Wilayah II terdiri dari : 

a. Subbidang Pendataan PBB dan BPHTB Wilayah II menyelenggarakan 

fungsi: 

1) menyusun  rencana kegiatan  bidang pendataan  objek Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah II; 

2) mengolah   data  penyusunan   pedoman   dan  petunjuk  teknis  

bidang pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan dan BPHTB Wilayah II; 

3) melaksanakan pendaftaran subyek dan obyek Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah II; 

4) melaksanakan pendataan subyek dan obyek Pajak Bumi dan Bangunan 

Perkotaan dan Perdesaan dan BPHTB Wilayah II; 

5) mengolah data subyek dan obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah II; 

6) menghimpun   data  subyek  dan   obyek  Pajak  Bumi   dan  Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah II; 

7) mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pendataan objek Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah II; 

8) melaporkan pelaksanaan tugas bidang objek Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah II; dan 

9) melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan. 
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b. Subbidang Penetapan PBB dan BPHTB Wilayah II menyelenggarakan 

fungsi: 

1) menyusun  rencana  kegiatan  bidang  penetapan  objek  Pajak  Bumi  

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah II;  

2) mengolah   data  penyusunan   pedoman   dan  petunjuk  teknis  

bidang penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

dan BPHTB Wilayah II; 

3) melaksanakan penilaian subyek dan obyek Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah II; 

4) menghitung Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan 

BPHTB Wilayah II; 

5) menetapkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan 

BPHTB Wilayah II; 

6) menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Wilayah II; 

7) menghimpun Surat Ketetapan Pajak Wilayah II; 

8) mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang penetapan objek Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah II; 

9) melaporkan pelaksanaan tugas bidang penetapan objek Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah II; dan  

10) melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan. 

c. Substansi Penagihan  PBB dan BPHTB Wilayah II menyelenggarakan fungsi: 

1) menyusun rencana kegiatan bidang penagihan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah II; 

2) mengolah   data  penyusunan   pedoman   dan  petunjuk  teknis  

bidang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

dan BPHTB Wilayah II; 

3) melaksanakan  penagihan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan 

Perkotaan dan BPHTB Wilayah II; 

4) menyelesaikan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah II; 

5) membuat laporan realisasi penagihan; 
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6) mengevaluasi laporan realisasi penagihan; 

7) mengevaluasi  pelaksanaan  tugas  bidang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah II; 

8) melaporkan  pelaksanaan  tugas  bidang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah II; dan 

9) melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan. 

7. UPTD Badan 

Pada tahun 2025, jumlah Aparatur Sipil Negara  pada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Manggarai sebanyak 60 orang dengan komposisi sebagai berikut: 

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan 

Tahun 2025 

No Jabatan 

Golongan 

PPPK Jumlah 

I II III IV 

1. Kepala Badan - - - 1 - 1 

2. Sekretaris Badan - - - - - - 

3. Kepala Bidang - - - 4 - 4 

4. Kasubid - - 7 - - 7 

5. Kasubag UP - - 1 -  1 

6. Perencana - - 1 - - 1 

7. 

Analis Keuangan 

Pusat & Daerah 

- - 4 - - 4 

8. Staf - 4 15 - 19 38 
 

- 4 28 5 19 56 

 

9. 

Tenaga Harian 

Lepas (THL) 

 

4 

Total 60 

 

Komposisi Personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan Lingkup Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2025 adalah sebagai berikut : 
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Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan 

Tahun 2025 

No Jabatan 

Kualifikasi Pendidikan 

Jumlah 

S-2 S-1 

D-

IV 

D-III SMP SLTA 

1. Kepala Badan - 1 - - - - 1 

2. Sekretaris Badan - - - - - - - 

3. Kepala Bidang - 4 - - - - 4 

4. Kasubid - 5 1 1 - - 7 

5. Kasubag UP - 1 - - - - 1 

6. Perencana - 1 - - - - 1 

7. 

Analis Keuangan 

Pusat & Daerah 

- 4 - - - - 4 

8. Staf 1 22 - 2 1 12 38 

9. 

Tenaga Harian 

Lepas (THL) 

- 4 - - - - 4 

Total 1 42 1 3 1 12 60 

 

3. Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Berdasarkan 

Peraturan Bupati Manggarai Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Manggarai, 

adalah sebagai berikut: 
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KEPALA BADAN 

Kepala Bidang 

PBB Wilayah I 

Kepala Bidang  

PBB Wilayah II 

Kepala Bidang 

Retribusi Daerah 

Kepala Bidang 

Pajak Daerah 

UPTD 

SEKRETARIAT 

KELOMPOK 

JABATAN 

FUNGSIONAL 

KELOMPOK 

JABATAN 

FUNGSIONAL 

 

SUBBAGIAN 

UMUM & 

KEPEGAWAIAN

AN 

Kasie 

Pendataan 

Kasie 

Penetapan 

Analis Keuangan 

Pusat dan 

Daerah 

Kasie 

Pendataan 

Kasie 

Penetapan 

Analis Keuangan 

Pusat dan 

Daerah 

Kasie 

Pendataan 

Kasie 

Penetapan 

Analis Keuangan 

Pusat dan 

Daerah 

Kasie 

Pendataan 

Kasie 

Penetapan 

Analis Keuangan 

Pusat dan 

Daerah 
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4. Sistematika Penyajian  

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini berisi pencapaian kinerja Badan Pendapatan 

Daerah selama tahun 2025. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini 

akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah solusi bagi perbaikan kinerja di masa 

datang. Dengan mengacu pada pola pikir tersebut, maka sistematika penyajian Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai dituangkan 

sebagai berikut ini: 

Bab I Pendahuluan 

1. Latar Belakang 

2. Tugas Pokok dan Fungsi 

3. Struktur Organisasi 

4. Sistematika Penyajian 

Bab II Perencanaan Kinerja 

1. Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026   

2. Indikator Kinerja Utama   

3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 

Bab III Akuntabilitas Kinerja 

1. Capaian Kinerja tahun 2025 

2. Analisis Capaian Kinerja 

3. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran 

4. Inovasi 

Bab IV Penutup 

Lampiran 

1. Matriks Rencana Strategis 2025 – 2029 

2. Indikator Kinerja Utama 

3. Rencana Kinerja Tahunan 

4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 

5. Pengukuran Kinerja 

6. Lampiran Lain yang mendukung data 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

 

1. Rencana Strategis Tahun 2021-2026 

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah telah menyusun 

rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu lima 

tahun, yaitu periode 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan 

kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategi Badan Pendapatan Daerah 

yang mencakupi tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan 

dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran dan target kinerja yang ingin dicapai dalam 

tahun 2025 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam 

Rencana Kinerja Tahun 2025 dan Penetapan Kinerja Tahun 2025. Dalam 

mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Manggarai, Badan Pendapatan 

Daerah berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi sumber-

sumber penerimaan yang ada maupun upaya pengembangan potensi-potensi 

penerimaan yang belum terdata. Untuk itu, seluruh sumber daya yang dimiliki Badan 

Pendapatan Daerah diarahkan dan dimanfaatkan seoptimal mungkin demi 

mewujudkan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan 

khususnya di bidang pendapatan. 

Tujuan Stratejik, Sasaran dan Program 2021-2026 

Tujuan Stratejik, Sasaran dan Program 2021-2026 Badan Pendapatan Daerah, sebagai 

berikut: 

 

No Tujuan Sasaran Program 

1 Meningkatnya Birokrasi 

Yang Bersih dan 

Akuntabel 

Meningkatnya 

Pendapatan Pajak dan 

Retribusi Daerah 

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota dan 

Program Pengelolaan 

Pendapatan Daerah 
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2. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026, Badan Pendapatan 

Daerah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut: 

 

 

No. 
Tujuan/ 

Sasaran 
Indikator Kinerja Target 2025 

1 

 

Meningkatnya 

Birokrasi yang 

bersih dan 

Akuntable 

 

 

Indeks Kapasitas Fiskal Tinggi 

Persentase Peningkatan PAD  3.00 

 

3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan 

kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk 

mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki 

oleh instansi. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk 

meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud 

nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar 

penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, 

menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan 

sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. 

Badan Pendapatan Daerah telah menetapkan kinerja yang akan dicapai pada 

tahun 2025. (Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Terlampir) 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

Akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah adalah perwujudan untuk            

mempertanggung jawab keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam 

mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 

2024, tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui 

berbagai kegiatan sesuai dengan Program dan kebijakan yang telah ditetapkan.  

1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 

Sebelum menguraikan hasil pengukuran kinerja, perlu kiranya dijelaskan 

mengenai proses pengukuran kinerja terlebih dahulu. Proses pengukuran kinerja 

didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Sasaran yaitu ukuran kuantitatif 

dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian Sasaran strategis. 

Indikator-indikator tersebut secara langsung dapat mengindikasikan sejauh mana 

keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Sasaran yang dipakai dalam 

pengukuran ini meliputi sekuarang-kurangnya merupakan Keluaran (output) 

penting, dan Hasil (outcome). 

Langkah selanjutnya adalah menetapkan rencana tingkat capaian (target) 

kinerja yang diinginkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara 

membandingkan antara target dengan realisasinya melalui media berupa Formulir 

Pengukuran Kinerja. 

Sebagaimana ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025, Badan 

Pendapatan Daerah telah mencanangkan target kinerja pencapaian sasaran 

strategis. Upaya untuk pencapaian target kinerja sasaran strategis tersebut 

diwujudkan dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis. 

Seluruh program dan kegiatan tersebut telah direncanakan sebagai bagian dari 

Rencana Operasional Tahun 2025 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan: 

Secara rinci tingkat capaian sasasaran strategis adalah sebagai berikut :  
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No Sasaran Strategis Indikator 
Target Nilai Capaian 

Kinerja 2025 

1 Meningkatnya 

Pendapatan Pajak dan 

Retribusi Daerah 

Indeks Kapasitas 

Fiskal 

1.445   0.017 

Persentase 

Peningkatan PAD 

  3.00  42,28 

 

 

2. Analisis Capaian Kinerja 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 

2025 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Penghitungan Peta Kapasitas Fiskal 

Daerah Kabupaten/Kota Penghitungan  Kapasits Fiskal Daerah 

kabupaten/kota dilakukan berdasarkan formula sebagai berikut: 

KFD
kabupaten/kota-I 

= [pendapatan + penerimaan pembiayaan tertentu] - 

[pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan + 

belanja tertentu + pengeluaran pembiayaan tertentu] 

dengan penjabaran sebagai berikut: 

KFD
kabupaten/kota-i 

= [PAD + TKD + PTAD + LLPS + SiLPA] - [OTSUS + DTI + 

DD+ ADD + BP + BBH + BB + Pembayaran Pokok  PUD] 

Keterangan: 

KFDkabupaten/kota-I = Kapasitas FiskalDaerah suatu kabupaten/kota  

PAD = pendapatan asli daerah; 

TKD = transfer ke daerah; 

PTAD = pendapatan transfer antar daerah; 

LLPS = lain-lain pendapatan daerah yang sah; 

SiLPA = sisa lebih perhitungan anggaran; 

OTSUS = dana otonomi khusus; 

DTI = dana tambahan infrastruktur; 

DD = dana desa; 

ADD = alokasi dana desa; 
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BP = belanja pegawai; 

BBH = belanja bagi hasil; 

BB = belanja bunga; 

PUD = pembiayaan utang daerah. 

Penghitungan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota dilakukan 

berdasarkan formula sebagai berikut: 

F IKFDkabupaten/kota-i=   KFDkabupaten/kota-I_____        

                 (∑KFDkabupaten/kota)/n 

Keterangan: 

RKFD
kabupaten/kota-i

=Rasio Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota; 

KFDkabupaten/kota-I  =Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota; 

Belanja Pegawai
kabupaten/kota-i

=Belanja Pegawai suatu kabupaten/ kota. 

Berdasarkan hasil Penghitungan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah 

kabupaten/kota, daerah kabupaten/kota dikelompokkan dalam kategori 

Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut: 

 

Rentang Rasio Kapasitas Fiskal Daerah 
 

Kategori Kapasitas Fiskal 
Daerah 

Rasio Kapasitas Fiskal Daerah < 0,530 
 

sangat rendah 

0,530 ≤ Rasio Kapasitas Fiskal Daerah < 0,727 
 

rendah 

0,727 ≤ Rasio Kapasitas Fiskal Daerah < 1,053 
 

sedang 

1,053 ≤ Rasio Kapasitas Fiskal Daerah < 1,838 
 

tinggi 

1,838 ≤ Rasio Kapasitas Fiskal Daerah 
 

sangat tinggi 

 

Sebagaimana data pada tabel di atas, dapat dilihat realisasi capaian kinerja tahun 2025 

sebagai berikut : 
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A. Indeks Kapasitas Fiskal 

Kapasitas Fiskal merupakan gambaran dari kemampuan keuangan dari masing-

masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan 

Pendapatan yang penggunaannya sudah di tentukan dan belanja tertentu.  

Capaian Indeks Kapasitas Fiskal kabupaten manggarai pada tahun 2025   sebesar     

0,017 (rendah) dari target sebesar 1,445 (tinggi). 

B. Presentase Peningkatan PAD 

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dikelola langsung dan 

menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Target 

dan realisasi dapat dilihat pada table 3.1 berikut: 

Tabel 3.1 

Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2025 

 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai 

NO JENIS PENDAPATAN TARGET (Rp) REALISASI (Rp) % 

I PAJAK DAERAH 45.155.336.207  30.527.647.164 67,61 

1 PBJT Atas Jasa Perhotelan 742.730.206  612.471.347  82,46 

2 PBJT Atas Makan dan/atau Minuman 3.284.000.000  2.757.357.018  83,96 

3 PBJT Atas Jasa Kesenian/Hiburan 11.000.000  11.892.000  108,11 

4 Pajak Reklame 223.249.600  210.621.400  94,34 

5 PBJT atas Tenaga Listrik 6.850.000.000  6.690.726.742  97,67 

6 Pajak Air Tanah  200.101.000  323.106.060 161,47 

7 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 10.810.549.567  5.264.980.493  48,70 

8 PBB – P2 6.665.085.601  5.213.866.105  78,23 

10 BPHTB – Pemindahan Hak 1.862.417.038  1.219.600.880  65,48 

11 Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 8.682.132.026  5.261.145.387  60,60 

12 Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 5.824.071.169  2.961.879.732  50,86 
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II RETRIBUSI DAERAH 4.665.487.673  3.938.267.470  84,41  

1 
Retribusi Pertokoan (Ruko, Shoping Centre dan Pasar 

Rakyat) 
1.932.443.205  1.125.925.970  58,26 

2 
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Rumah Dinas, 

MCC dan Penyewaan Tanah) 
760.901.900  751.630.000  98,78 

3 Retribusi Pasar 1.972.142.568  2.060.710.500  104,49 

III 
Hasil Pengelolaann Kekayaan Daerah Yang dipisahkan 

( Deviden) 
5.511.802.797  5.511.802.797 100 

IV Lain-Lain PAD yang Sah 14.736.046.978 4.564.542.908 30,98 

TOTAL 70.068.673.655 44.542.260.339 63,57 

Catatan: Angka Realisasi diatas masih bersifat sementara karena belum dilakukan audit oleh BPK RI Perwakilan Propinsi NTT 

Formulasi pehitungan persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah: 

Persentase Peningkatan PAD = Realisasi PAD Tahun Berjalan - Realisasi PAD tahun lalu   ×  100   

                  Realisasi Tahun Lalu 

 

Pada tahun 2025 Persentase Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Manggarai mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar  42.28% atau ( Rp. 

13.267.116.016,-) dari target kenaikan sebesar 3 % yang terjadi dari realisasi  tahun 2024 

sebesar Rp.31.275.144.323. dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 

2025 sebesar Rp.44.542.260.339 

A. Perbandingan Capaian Kinerja antara target dan realisasi Tahun 2024 dengan 

Tahun 2025 

 

No Sasaran Indikator Kinerja 

2024 2025 

Target Realisasi % Target Realisasi % 

1 Meningkatnya 

Pajak dan 

Retribusi Daerah 

Indeks Kapasitas 

Fiskal Daerah 

 

1.260 1.046 83,01 1.445 0.017 1,18 

Persentase 

Peningkatan PAD 

2,40 -13,10 -13,10 3,00 42,28 1.409 

 

Realisasi Indikator Kinerja tahun 2025 mengalami kenaikan yang cukup siginifikan  

jika dibandingkan dengan tahun 2024 
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B. Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target akhir Renstra 

No Indikator 

Realisasi 

2025 

Target Akhir 

Renstra 

Capaian 

Kinerja 

1. Indeks Kapasitas Fiskal Rendah Tinggi  

2. Persentase Peningkatan 

PAD 

42,28 3.00 1.409 % 

 

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPAIAN SASARAN 

Permasalahan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

1. Masih kurangnya pemahaman bahwa PAD sangat penting sebagai bentuk 

kemandirian daerah dalam pembiayaan sehingga realisasi pencapaian target 

penerimaan oleh unit pengelola PAD merupakan bentuk tanggung jawab moral 

yang senantiasa dikembangkan; 

2. Belum terlaksana sepenuhnya law inforcement sebagai shock therapy terhadap 

wajib pajak/retribusi; 

3. Tim Intensifikasi PBB tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa belum berfungsi 

baik/optimal sehingga koordinasi petugas pemungut masih lemah; 

4. Obyek dan subyek PBB belum didata secara baik; 

5. Wajib Pajak engan untuk melakukan pembayaran secara online 

6. Banyak jual beli tanah di bawah tangan yang tidak dikenakan BPHTB. 

Solusi terhadap permasalahan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah: 

1. Peningkatan kualitas SDM Aparat Pengelola PAD; 

2. Penetapan PAD harus berdasarkan potensi riil yang ada pada SKPD; 

3. Peningkatan pemahaman bahwa PAD sangat penting sebagai bentuk 

kemandirian daerah dalam pembiayaan sehingga realisasi pencapaian target 

penerimaan oleh unit pengelola PAD merupakan bentuk tanggungjawab moral 

yang senantiasa dikembangkan; 

4. Perlu adanya upaya penegakan hukum (law inforcement). 

Solusi yang ditempuh dalam mengatasi permasalahan pengelolaan PBB dan BPHTP: 

1. Peningkatan kualitas SDM Aparat Pengelola PBB dan BPHTB; 
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2. Aparat harus tanggap terhadap usulan mutasi obyek dan subyek PBB; 

3. Tingkatkan peran Tim Penagihan PBB tingkat Kecamatan/Desa/ Kelurahan; 

4. Adanya kerjasama Pemda dengan KPP Pratama; 

5. Aparatur pro aktif melakukan pendataan termasuk inventarisir dan penetapan 

tanah ulayat/tanah suku; 

6. Peningkatan penyuluhan PBB dan BPHTB; 

7. Pemutakhiran data subyek/obyek PBB. 

 

3. Analis Efisiensi Penggunaan Anggaran 

Kondisi sampai dengan 31 Desember 2025, jumlah pegawai pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai sebanyak 60 orang. Sedangkan total 

anggaran (belanja langsung) yang dialokasikan untuk membiayai pencapaian sasaran 

pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai adalah Rp. 952.087.188. 

Pada Tahun Anggaran 2025 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai 

mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 4.927.003.075,- dengan rincian anggaran dan 

realisasi sebagai berikut: 

 

Anggaran dan Realisasi Belanja sesuai dengan Sasaran Strategis 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai 

NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA 

TARGET 

KINERJA 

REALISASI 

KINERJA 

% 

PAGU ANGGARAN 

(Rp) 

REALISASI 

ANGGARAN (Rp) 

% 

1. 

PROGRAM 

PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Sasaran: Persentase 

Urusan Rutin 

Pemerintah yang 

Terpenuhi Sesuai 

Standar 

   3.974.915.887 3.690.010.237 92,83 

1.1 

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Sasaran: Terwujudnya 

Perencanaan, 

Penganggaran dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

1 Tahun 1 Tahun 100 4.950.000 4.900.000 98,99 
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NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA 

TARGET 

KINERJA 

REALISASI 

KINERJA 

% 

PAGU ANGGARAN 

(Rp) 

REALISASI 

ANGGARAN (Rp) 

% 

1.1.1 

Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD 

Jumlah Laporan 

Capaian  Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

6 

Dokumen 

6 

Dokumen 

100 4.950.000 4.900.000 98,99 

 

Kegiatan Administrasi 

Keuangan Perangkat 

Daerah 

Terwujudnya 

Administrasi 

Keuangan Daerah 

yang Optimal 

1 Tahun 1 Tahun 100        3.129.383.707          2.894.680.379  92,50 

 

Sub Kegiatan Penyediaan 

Gaji dan Tunjangan ASN 

Jumlah Orang Yang 

Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN 

60 orang 56 orang 75         3.068.997.315          2.834.342.627  92,35 

 

Sub Kegiatan Penyediaan 

Administrasi Pelaksanaan 

Tugas ASN 

Jumlah Dokumen 

Hasil Penyediaan 

Administrasi 

Pelaksanaan Tugas 

ASN 

4 

Dokumen 

4 

Dokumen 

100             60.386.392               60.337.752  99,92 

 

Kegiatan Administrasi 

Pendapatan Daerah 

Kewenangan Perangkat 

Daerah 

Sasaran: 

Subjek dan Objek 

Retribusi Daerah 

1 Tahun 1 Tahun 100            121.244.156             121.142.268  99,92 

 

Sub Kegiatan 

Pendataan dan 

Pendaftaran Objek 

Retribusi Daerah 

Jumlah Data Objek, 

Subjek dan Wajib 

Retribusi 

Daerah 

2 

Dokumen 

2 

Dokumen 

100             15.690.000               15.640.000  99,68 

 

Sub Kegiatan 

Penetapan Wajib 

Retribusi Daerah 

Jumlah Dokumen 

Ketetapan Retribusi 

Daerah 

2 

Dokumen 

2 

Dokumen 

100              3.500.000                 3.500.000  100 

 

Sub Kegiatan 

Pelaporan Pengelolaan 

Retribus Daerah 

Jumlah Laporan 

Pengelolaan Retribusi 

Daerah 

2 

Dokumen 

2 

Dokumen 

100            102.054.156             102.002.268  99,95 

 

Kegiatan 

Administrasi 

Kepegawaian Perangkat 

Daerah 

ASN Badan 

Pendapatan Daerah 

1 Tahun 1 Tahun 100 400.000 - 0 

 

Sub Kegiatan 

Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Disiplin 

Pegawai 

Jumlah Paket 

Bahan/Material Yang 

Disediakan 

1 Paket 1 Paket 100 400.000 - 0 

 

Kegiatan Administrasi 

Umum Perangkat 

Daerah 

Meningkatnya 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

yang Optimal 

1 Paket 1 paket 100           404.189.700             385.145.940  95,29 
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NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA 

TARGET 

KINERJA 

REALISASI 

KINERJA 

% 

PAGU ANGGARAN 

(Rp) 

REALISASI 

ANGGARAN (Rp) 

% 

 

Sub Kegiatan Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik/ Penerangan 

Bangunan Kantor 

Jumlah Paket 

Komponen Instalasi 

Listrik/ Penerangan 

Bangunan Kantor 

Yang Disediakan 

1 Paket 1 Paket 100              3.260.000                 3.260.000  100 

 

Sub Kegiatan Penyediaan 

Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

Jumlah paket 

Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

Yang Disediakan 

2 Paket 2 Paket 100            183.601.900             176.430.940  96,09 

 

Sub Kegiatan Penyediaan 

Peralatan Rumah Tangga 

Jumlah Paket 

Peralatan Rumah 

Tangga Yang 

Disediakan 

1 Paket 1 Paket 100                1.190.000                 1.180.000  99,16 

 

Sub Kegiatan Penyediaan 

Bahan Logistik Kantor 

Jumlah Paket Logistik 

Kantor Yang 

Disediakan 

1 Paket 1 Paket 100             25.000.000               23.885.000  95,54 

 

Sub Kegiatan Penyediaan 

Barang Cetakan dan 

Penggandaan 

Jumlah Paket Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan Yang 

Disediakan 

1  Paket 1 Paket 100 

             

71.447.800  

             62.072.800  86,88 

 

Sub Kegiatan Penyediaan 

Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-

undangan 

Jumlah Dokumen 

Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-

undangan Yang 

Disediakan 

2 

Dokumen 

2 

Dokumen 

100                 840.000                                -  0 

 

Sub Kegiatan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

39 

Laporan 

39 Laporan 100            118.850.000             118.317.200  99,55 

 

Kegiatan Pengadaan 

Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Tersedianya unit 

Peralatan dan Mesin 

Lainya 

1 Tahun 1 Tahun 100             60.178.324               60.078.900  99,83 

 

Sub Kegiatan 

Pengadaan Peralatan dan 

mesin lainnya 

Jumlah Unit Peralatan 

dan Mesin Lainnya 

yang 

Disediakan 

3 Unit 3 Unit 100             60.178.324               60.078.900  99,83 

 

Kegiatan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Tersedianya Materai, 

Jasa Pengiriman, 

Rekening Listrik, 

Rekening Air dan 

Internet 

1 Tahun 1 Tahun 100            22.020.000               18.892.800  85,80 

 

Sub Kegiatan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat 

1 Tahun 1 Tahun 100               1.770.000                 1.767.000  99,83 

 

Sub Kegiatan 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

3 Laporan 3 Laporan 100 

             

20.250.000  

             17.125.800  84,57 
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NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA 

TARGET 

KINERJA 

REALISASI 

KINERJA 

% 

PAGU ANGGARAN 

(Rp) 

REALISASI 

ANGGARAN (Rp) 

% 

 

Kegiatan Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Tersedianya 

Kendaraan Dinas, 

Peralatan dan 

Gedung yang 

berfungsi baik 

1 Tahun 1 Tahun 100          232.550.000             230.904.950  99,29 

 

Sub Kegiatan Penyediaan 

Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional atau 

Lapangan 

Tersedianya 

Kendaraan Dinas 

Operasional yang 

berfungsi baik 

25 unit 

(Roda 2), 

1 Unit 

(Roda 4) 

20 unit 76.92            25.800.000               24.509.950  95,00 

 

Sub Kegiatan 

Pemeliharaan Peralatan 

dan Mesin Lainnya 

Tersedianya Jasa 

Perbaikan Komputer 

dan Laptop 

8 Unit 8 Unit 100           186.750.000             186.397.000  99,81 

 

Sub Kegiatan 

Pemeliharaan/Rehabilitas

i Gedung Kantor dan 

Bangunan lainnya 

Tersedianya 

Gedung Kantor yang 

layak 

1 Paket 1 Paket 100            20.000.000               19.998.000  99,99 

 

Program 

Pengelolaan Pendapatan 

Daerah 

Terwujudnya 

Pengelolaan 

Pendapatan Daerah 

yang Efektif, Efisien 

dan Akuntabel 

1 Tahun 1 Tahun 100           952.087.188             847.057.130  88,97 

 

Kegiatan: 

Pengelolaan Pendapatan 

Daerah 

Tersedianya Data dan 

Informasi Pengelolaan 

Pendapatan Daerah 

1 Tahun 1 Tahun 100           952.087.188             847.057.130  88,97 

 

Sub Kegiatan: 

Penyuluhan dan 

penyebarluasan 

Kebijakan Pajak Daerah 

Jumlah Laporan Hasil 

Pendataan dan 

Pendaftaran Objek 

Pajak Daerah, 

Subjek Pajak dan 

Wajib Pajak Daerah 

1 Tahun 1 Tahun 100 62.970.000               62.495.000  99,25 

 

Sub Kegiatan: 

Penyediaan Saran dan 

Prasarana Pengelolaan 

Pajak Daerah 

Jumlah Sarana dan 

Prasarana 

Pengelolaan Pajak 

Daerah 

1 Unit 1 Unit 0                  300.000                                -  0 

 

Sub Kegiatan: 

Pendataan dan 

Pendaftaran Objek 

Pajaka Daerah 

Tersedianya Data 

Pajak dan Retribusi 

daerah 

1 Tahun 1 Tahun 25.68            490.974.212             489.422.930  99,68 
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NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA 

TARGET 

KINERJA 

REALISASI 

KINERJA 

% 

PAGU ANGGARAN 

(Rp) 

REALISASI 

ANGGARAN (Rp) 

% 

 

Sub Kegiatan: 

Penetapan Wajib Pajak 

Daerah 

Realisasi Penerimaan 

BPHTB 

Tersedianya 

Dokumen SPPT,STTS, 

DHKP,TTS, DPH dan 

Surat Keterangan 

BPHTB 

Tersedianya SKPD, 

SKRD, SSPD dan SSRD 

1 Tahun 1 Tahun 100            121.040.000             119.260.000  98,53 

 

Sub Kegiatan: 

Penagihan Pajak Daerah 

Tercapainya Realisasi 

Penagihan Pajak 

Daerah 

1 Tahun 1 Tahun 100           165.462.976             165.414.200  99,97 

 

Sub Kegiatan: 

Pembinaan dan 

Pengawasan Pengelolaan 

Retribusi Daerah 

Tercapainya Target 

Pajak dan Retribusi 

serta tersedianya ASN 

yang berkompeten 

dan berdaya saing 

1 Tahun 1 Tahun 100            111.340.000               10.465.000  9,40 

JUMLAH    Rp4.927.003.075 4.562.802.367  92,61 

 

 

4. Inovasi 

Dalam rangka peningkatan pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pendapatan 

Daerah terus berinovasi dan Pada Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah memiliki 2 

inovasi yaitu inovasi Apatur Sadar Pajak (ASAP) dan Sistem Pembayaran Terbaru 

(SIPEMBARU) 

A. Inovasi ASAP 

Inovasi ASAP merupakan gerakan “Sadar Pajak” bagi Aparatur Sipil Negara  

agar Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 

Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai diharapkan 

menjadi garda terdepan sekaligus menjadi panutan bagi masyarakat untuk membayar 

Pajak Bumi dan Bangunan. Usaha-usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) melalui pajak daerah adalah langkah strategis yang dilakukan oleh  Badan 

Pendapatan Daerah dalam rangka mendukung Program  pembangunan Pemerintah 

Kabupaten Manggarai di segala sektor dan upaya untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan publik agar dapat menciptakan tata pemerintah yang lebih baik (good 
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governance), serta mendukung misi Kabupaten Manggarai yang Maju, Adil dan 

Berdaya Saing. 

a. Tujuan Inovasi ASAP: 

1) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

2) Menumbuhkan Kesadaran Aparatur Sipil Negara sebagai Garda Terdepan 

dalam membayar Pajak 

3) Menggugah kesadaran Aparatur Sipil Negara (PNS, P3K dan THL) untuk 

mendaftarkan Objek Pajak yang dimiliki 

4) Menggerakan ASN untuk membantu menumbuhkan Kesadaran Masyarakat 

dalam membayar Pajak. 

5) Tujuan Utama mempercepat Kolektibilitas PBB-P2 

b. Dampak Inovasi ASAP: 

Masih rendahnya Penerimaan Asli Daerah dari sektor pajak khususnya Pajak 

Bumi Bangunan (PBBP2) yang dilihat dari realisasi dari tahun 2021 s/d 2024 

sebagai berikut: 

1) Realisasi pada tahun 2022 sebesar Rp.3.962.309.157 

2) Realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp. 3.782.124.898 

3) Realisasi pada tahun 2024 sebesar Rp. 4.012.695.884 

4) Realisasi pada tahun 2025 sebesar Rp. 5.213.866.105 

Sejak Inovasi ASAP di terapkan tahun 2021, Badan Pendapatan Daerah secara 

rutin mencanangkan Bulan Sadar Pajak untuk ASN, Realisasi penerimaan PBB – P2 

pada saat pencanangan Bulan Sadar Pajak mengalami kenaikan yang cukup signifikan 

hal ini dilihat dari realisasi PBB – P2 Tahun 2025 

B. Inovasi PARA MBARU 

Inovasi PARA MBARU (Pajak Daerah dengan Metode Terbaru) merupakan 

inovasi Digitalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Pekotaan (PBB – P2) melalui 

sistem pendataan, pendaftaran, dan informasi pajak berbasis online. Pendataan dan 

pendaftaran Objek Pajak serta Pemungutan Pajak daerah merupakan salah satu pilar 

penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, sistem manual 

yang selama ini digunakan dalam pendataan dan pelayanan PBB – P2 masih 
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menyisakan berbagai kendala, seperti lambatnya penyampaian data, minimnya akses 

informasi bagi masyarakat, dan rendahnya kesadaran wajib pajak. Oleh karena itu, 

perlu adanya inovasi pelayanan yang responsif dan berbasis digital untuk 

mempercepat transformasi sistem perpajakan daerah. 

Tujuan utama dari inovasi PARA MBARU adalah sebagai berikut: 

a. Mempercepat proses pendataan dan penetapan objek pajak, 

b. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, 

c. Meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan, 

d. Optimalisasi PAD melalui ekstensifikasi wajib pajak baru. 

Realisasi Inovasi dapat dilihat pada tabel berikut 

No. Uraian Satuan Target Realisasi 

Capaian 

Kinerja 

1. Jumlah Inovasi Inovasi 4 2 50 

 

 



BAB IV

PENUTUP

Demikianlah Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKIP) dari Badan Pendapatan

Daerah Tahun 2024 yang disampaikan sebagai pertanggungjawaban pelaksananaan

tugas desentralisasi. Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan

Daerah diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja.

Telah kita ketahui bersama capaian kinerja beserta hambatan dan permasalahan

yang dihadapi dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah.

Untuk itu, upaya-upaya mewujudkan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang profesional,

berdaya guna. berhasil guna, akuntabel, dan auditable perlu ditingkatkan dalam

menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah dalam pembiayaan.

Dari laporan ini dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran yang telah ditetapkan

dalam rencana strategis sebagian besar telah dicapai dan perlu untuk dipertahankan pada

tahun berikutnya.

Akhirnya kami sangat mengharapkan laporan ini dapat berguna bagi pihak-pihak

yang berkepentingan dan sejalan dengan asas-asas umum penyelenggaraan

pemerintahan yang baik.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN

KANISIUS NAsAK. 5E
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